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ABSTRAK

KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH SEBELUM
OTONOMI DAERAH DAN PADA MASA BERLAKUNYA

OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

Florentina Atiek Kristiana
002114237
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta \
2006

P)enelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah, (2) mengetahyi apakah pemungutan
PBB sudah berjalan efektif dan efisien ditinjau dari pemungutan PBB terhadap
Pendapatan Daerah, (3) mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas dan
efisiensi pemungutan PPBB dan bagaimana upaya untuk menanggulangi masalah
tersebut, (4) mengetahui cara dan upaya meningkatkan pendapatan PBB supaya
dapat diandalkan sebagai Pendapatan Daerah di-Kabupaten Purbalingga. Penelitian
ini dilakukan pada Kantor PBB dan Kantor DISPENDA Kabupaten Purbalingga
selama bulan Mei — Juli 2005.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah adalah wawancar dan
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis,
data kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung
besarnya kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah, menghitung efektivitas dan
efisiensi pemungutan PBB. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui faktor-
faktor penghambat efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB dan upaya
menanggulangi masalah tersebut, serta untuk mengetahui cara dan upaya
meningkatkan pendapatan PBB supaya dapat diandalkan sebagai Pendapatan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) PBB memberikan kontribusi yang
kecil, (2) Pemungutan PBB di Kabupaten Purbalingga cenderung efektif dan
efisiensi, (3) Faktor-faktor yang menghambat efektivitas dan efisiensi pemungutan
PBB di Kabupaten Purbalingga adalah mekanisme pemungutan PBB.kinerja
pengelolaan PBB, kurangnya kesadaran wajib pajak dan upaya menanngulangi
masalah ini dengan mengintensifkan  koordinasi, pemantauan dan
monitoring,memanfaatkan peluang global, (4) Berdasarkan analisis SWOT,
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dapat melakukan upaya-upaya untuk
meningkatkan pendapatan PBB melalui perbaikan administrasi PBB.
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ABSTRACT

THE CONTRIBUTION OF LAND AND BUILDING TAX IN THE
ATTEMPTS TO INCREASE REGIONAL REVENUE BEFORE

AND DURING THE REGIONAL AUTONOMY
A Case Study at the Regional Government of Purbalingga Regency

Florentina Atiek Kristiana
002114237
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2006

This research aimed to find out: (1) the contribution of land and building tax
to the Regional Revenue, (2) whether the collection of Land and Building Tax had
been effective and efficient viewed from it toward the Regional Revenue, (3) the
obstructing factors of the effectiveness and efficiency of Land and Building Tax
collection and the attempts to overcome those problem, (4) the ways and efforts to
increase the Land and Building Tax revenues it can be relied upon as the regional
Revenue in Purbalingga Regency. This research had been conducted at the Land and
Building Tax office and the regional Revenue Agency Office of Purbalingga
Regency since May up till July 2005.

Data collection techniques used were interview and documentation.
Meanwhile, data analysis techniques used were those of quantitative and qualitative
ones. Quantitative analysis was used to calculate the amount of Land and Building
Tax’s contribution to the Regional Revenue, calculated the effectiveness and
efficiency of Land and Building Tax collection. Quantitative analysis was used to
understand the obstructing factors of the effectiveness and efficiency of Land and
Building Tax collection and attempts to overcome those problems, as well as to
understand ways and efforts t increase Land and Building Tax revenue in order it
could be relied on as the Regional Revenue.

Results of research showed that: (1) Land and Building Tax provided small
enough contribution to regional revenue, (2) The collection of Land and Building
Tax in Purbalingga Regency tended to be effective and the efficienty, (3) The
obstructing factors of the effectiveness and efficiency of Land and Building Tax
collection was the mechanism of Land and Building Tax collection, the performance
of Land and Building Tax management, the lack of tax obligator’s awareness and
attempts to overcome these problems by intensifying the coordination, monitoring,
and using the global opportunities, (4) On the basis of SWOT analysis, Regional
Government of Purbalingga Regency could do attempts to increase Land and
Building Tax revenue through the improvement of Land and Building Tax
administration.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara mulai
muncul sejak tahun 1998, hal ini timbul karena tuntutan rakyat yang semakin
banyak dan beragam. Masyarakat menuntut agar dapat berperan secara aktif
dan terlibat dalam mewujudkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara
yang lebih baik. Dalam konteks pembangunan daerah, keinginan untuk
meningkatkan peran Pemerintah Daerah merupakan suatu usaha perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah agar tercipta kemandirian daerah yang
lebih besar. Selama ini pembiayaan pembangunan bagi kebanyakan daerah di
Indonesia masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan
yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Tuntutan masyarakat daerah semakin intensif kepada Pemerintah
Daerah untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan daerahnya.
Penyebab tuntutan-tuntutan rakyat tersebut timbul karena adanya keinginan
daerah untuk diberi kepercayaan dalam mengurus dan mengelola daerahnya
sendiri. Selain itu ketidakadilan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah yang terjadi selama ini juga merupakan salah satu
penyebab dari tuntutan rakyat tersebut. Hal ini dikarenakan rendahnya
kemampuan daerah dalam mengelola dan menggal‘i surﬁber-sumber

pendapatan daerahnya sendiri yang sah selama ini, karena faktor sumber daya



manusia dan juga karena batasan hukum yang diberlakukan di Indonesia.
Tuntutan untuk mengurus daerahnya sendiri hampir terjadi di seluruh daerah
di Indonesia, sedangkan tuntutan untuk pembagian keuangan yang adil dan
merata khususnya datang dari daerah yang sumber daya alamnya kaya, seperti
daerah Aceh, Riau, Irian Jaya, dan daerah-daerah di Kalimantan dan Sulawesi
lainnya. Daerah yang selama ini memberikan kontribusi yang besar kepada
keuangan pusat dari pendapatan sumber daya alam, tidak memiliki keuangan
daerah yang memadai dari pendapatan sumber daya alam tersebut.
Disahkannya undang-undang Otonomi Daerah yaitu Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah
diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
merupakan wujud nyata pemerintah memberikan tanggapan positif terhadap
aspirasi dan tuntutan rakyat tersebut. Antara Undang-undang Otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang
telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tidak dapat
dipisahkan satu sama lain dan harus saling seiring sejalan dalam
pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberi
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara
proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan

pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan



Daerah. Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan
kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya
guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada
daerah untuk mengatur dan mengurusi daerahnya sendiri yang diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah. Sedangkan Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 mengamanatkan otonomi seluas-luasnya terutama dalam upaya
penyediaan sumber-sumber pendanaan dengan adanya sistem keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah. Ditetapkannya
Undang-undang tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat
menggali sumber daya-sumber daya masing-masing daerah sesuai dengan
kemampuan yang ada pada daerah tersebut. Hal ini juga merupakan wujud
nyata dari Pemerintah Pusat dalam memberikan kewenangan pelaksanaan
desentralisasi yang bermanfaat bagi peningkatan partisipasi dan perbaikan
alokasi sumberdaya produktif pada setiap Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan Otonomi Daerah diperlukan sumber dana sebagai
pendapatan untuk pembiayaan rumah tangga pemerintah. Hal ini disebabkan
karena dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung

jawab, pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif



dan efisien tanpa adanya sumber dana yang cukup untuk memberikan
pelayanan dan pelaksanakan pembangunan secara baik. Adapun sumber
Pendapatan Daerah menurut Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah
yang dipisahkan, dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber
daya alam
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang tergolong dalam

' dana perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu

sumber Pendapatan Daerah yang berperan dalam pembiayaan pembangunan
daerah. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-undang



Nomor 25 Tahun 1999 hasil dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dibagikan untuk Pemerintah Pusat sebesar 10% dan Pemerintah
Daerah 90%. Dari 90% yang diterima daerah dibagi lagi menjadi 16,2% untuk
Daerah Propinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk Daerah Kabupaten atau
Kota yang bersangkutan, dan 9% digunakan sebagai biaya pemungutan.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten dari 35
kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purbalingga ini
terletak di bagian barat daya dari Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah
Kabupaten Purbalingga adalah 777,64 km2, yang digunakan untuk sawah
sebesar 23,53%, untuk perkampungan sebesar 24,65%, kebun campur 5,83%,
tegalan 26,13%, perkebunan 0,02%, perikanan 0,12%, hutan 14,57%, dan lain-
lain sebesar 5,15% dari seluruh luas daerah Kabupaten Purbalingga.
Kabupaten Purbalingga ini terdiri dari 16 kecamatan dengan jumlah penduduk
sekitar 619.960 orang.

Dilihat dari proporsi prosentase pembagian hasil Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka dapat
dilihat kemungkinan dan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk
meningkatkan Pendapatan Daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka
penulis tertarik melakukan penelitian tentang Kentribusi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah
Sebelum Otonomi Daerah dan Pada Masa Berlakunya Otonomi Daerah.
Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang terletak di

Propinsi Jawa Tengah.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan masalah
sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap
Pendapatan Daerah di Kabupaten Purbalingga?

2. Apakah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah efektif dan
efisien terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Purbalingga?

3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat efektivitas dan efisiensi
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bagaimana upaya
untuk menanggulangi masalah tersebut di Kabupaten Purbalingga?

4. Bagaimana cara dan upaya meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) supaya dapat diandalkan sebagai Pendapatan Daerah di

Kabupaten Purbalingga?

C. Batasan Masalah
Penulisan Skripsi ini dibatasi pada peran Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dalam kaitannya dengan Pendapatan Daerah di Kabupaten Purbalingga
sebelum Otonomi Daerah tahun anggaran 1997/1998-1999/2000 dan pada
masa berlakunya Otonomi Daerah tahun anggaran 2001-2003. Pada masa
berlakunya Otonomi Daerah yaitu tahun anggaran 2001-2003 penulisan
skripsi ini didasarkan pada Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun

1999 dan Nomor 25 Tahun 1999.




D. Tujuan Penelitian

1.

1.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Purbalingga.

Untuk mengetahui apakah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

" sudah efektif dan efisien terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten

Purbalingga.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas dan efisiensi
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan upaya apa yang akan
dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut di Kabupaten
Purbalingga.

Untuk mengetahui cara dan upaya meningkatkan pendapatan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) supaya dapat diandalkan sebagai Pendapatan Daerah

di Kabupaten Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam merencanakan dan
mengelola keuangan daerahnya terutama dalam meningkatkan peran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Pendapatan Daerah. Penelitian ini
menjadi bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan dan

tindak lanjut yang akan datang, yang akan dilakukan oleh Pemerintah



Daerah terutama dalam sektor Pendapatan Daerah khususnya dari Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Bagi Universitas
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan
bahan bacaan yang berguna bagi seluruh mahasiswa Universitas Sanata
Dharma, sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan mengembangan
mutu pendidikan terlebih dalam memahami Pajak Bumi dan Bangunan
sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.

3. Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan sarana untuk mempraktekkan teori dan
pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah serta dapat
mengembangkan wawasan dan kemampuan analisis khususnya tentang
akuntansi perpajakan dan akuntansi sektor publik. Penelitian ini
menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB).

F. Sistematika Penulisan
BAB 1 : Pendahuluan
Pada Bab I ini yang akan dibahas adalah sejarah munculnya Otonomi
Daerah yang dipengaruhi banyaknya tuntutan rakyat untuk lebih mandiri
dalam pengelolaan daerahnya masing-masing. Selain itu juga dibahas tentang
garis besar sumber-sumber Pendapatan Daerah yang sangat berperan dalam

pembiayaan pembangunan daerah. Dari latar belakang tersebut, diteruskan



dengan merumuskan masalah tentang kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), efektivitas efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
faktor penghambat efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), dan cara serta upaya meningkatkan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) sebagai Pendapatan Daerah. Batasan masalah, dan manfaat
penelitian, serta yang terakhir adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian
ini.
BAB II : Landasan Teori

Pada Bab II ini yang ingin dibahas adalah mengenai dasar-dasar teori
yang digunakan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan.
Pembahasan berupa uraian tentang peranan Pajak‘Bumi dan Bangunan (PBB)
dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. Selain itu juga dibahas mengenai
pengertian pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Daerah, dan
Otonomi Daerah.
BAB 111 : Metode Penelitian

Bab III ini membahas mengenai penjelasan tentang jenis penelitian
yang dilakukan yaitu berupa studi kasus, tempat penelitian yaitu Pemerintah
Kabupaten Purbalingga dan uraian tentang waktu penelitian. Pembahasan
selanjutnya yaitu objek peneliti yang berupa data-data penerimaan daerah
yang berasal dari pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kemudian teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi.
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BAB 1V : Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Pada Bab IV yang dibahas tentang Kabupaten Purbalingga, batas-batas
wilayahnya, luas wilayahﬂya dan sekilas tentang perkembangan daerah
tersebut sampai dengan saat ini. Selain itu dibahas juga mengenai sektor-
sektor penunjang perkembangan Kabupaten Purbalingga.
BAB V : Analisis Data dan Pembahasan

Pada Bab V ini akan dibahas mengenai perhitungan penerimaan daerah
dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan
kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah. Perhitungan yang akan dilakukan
menggunakan rumus yang telah ditentukan. Dari hasil-hasil perhitungan
tersebut dapat dilakukan analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak
Bumi dan bangunan (PBB). Dari perhitungan tersebut juga dapat dilihat
faktor-faktor yang menghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi
masalah tersebut. Analisis terakhir adalah SWOT. Analisis SWOT ini
digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan,
kesempatan dan ancaman yang dialami dalam pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB).
BAB V1 : Penutup

Bab VI ini membahas kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian
dan penghitungan serta analisis tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
kaitannya dengan Pendapatan Daerah di Kabupaten Purbalingga. Selain itu

juga berisi keterbatasan penelitian dan saran dari penulis yang diharapkan
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dapat berguna bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam

melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).



BABII

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1.

Pengertian Pajak
Ada beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli perpajakan,
diantaranya menurut Prof.Dr.P.J.A.Adriani yang menyatakan bahwa:

pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan
umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan (Zain, 2003:10-11).

Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro,SH yang mendefinisikan

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut disempurnakan lagi menjadi :

pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara
untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk
public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public
investment (Resmi, 2003:1).

Sedangkan S.I.Djajadiningrat memberikan definisi pajak sebagai berikut:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke Kas
Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak
ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung untuk memelihara
kesejahteraan umum (Resmi, 2003:1).

12
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Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan adanya beberapa unsur

pajak yang terkandung didalamnya yaitu (Waluyo, 2000:2):

a.

c.

Pajak  dipungut berdasarkan undang-undang serta  aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang
bila dari pemasokkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public investment.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2. Fungsi Pajak (Waluyo, 2000:3)

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Teori yang mendukung pemungutan pajak

a. Teori Asuransi

Teori Asuransi adalah tugas Negara untuk melindungi rakyat dan

segala kepentingannya.
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Teori Kepentingan

Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan
pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.
Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan
pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada
warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak
mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan warganya,
maka teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer.

Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak,
melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang

baik itu sebagai dasar keadilannya.

4. Syarat pemungutan pajak (Halim, 2001:146)

a.

Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai
keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil.
Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang.
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Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian
khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan
kelesuan perekonomian yang berkembang dalam masyarakat.

Syarat Financial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter
dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditentukan sehingga lebih
rendah dari hasil pemungutan.

Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Tata cara pemungutan Pajak (Waluyo, 2000:9-11)

a.

Stelsel Pajak

1) Stelsel nyata (riil stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata,
sehingga pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir
tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat
diketahui.

2) Stelsel anggapan (fictive stelsel)
Pengenaan pajak pada stelsel ini didasarkan pada suatu anggapan

yang diatur oleh undang-undang.
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Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan.

b. Sistem Pemungutan Pajak

1)

2)

3

Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada
pada fiskus

b. wajib pajak bersifat pasif

c. utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus

Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,

tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus

dibayar.

Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak.
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c. Asas Pemungutan Pajak
1) Asas tempat tinggal
Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan
wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.
2) Asas kebangsaan
Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu
negara.
3) Asas sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan
yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak.
6. Tarif Pajak
a. Tarif pajak proporsional atau sebanding
Tarif pajak proporsional yaitu tarif yang berupa presentase tetap
terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
b. Tarif pajak progresif
Tarif pajak progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi
lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin
besar.
c. Tarif pajak degresif
Tarif pajak degresif yaitu persentasi tarif pajak yang semakin menurun
apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin

besar.
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d. Tarif pajak tetap
Tarif pajak tetap yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama
besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pangenaan
pajak.
7. Jenis Pajak
a. Menurut golongannya, meliputi :
1) Pajak langsung
Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung
sendiri oleh wajib pajak yang tidak dapat dilimpahkan atau
dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
2) Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
b. Menurut sifatnya, meliputi :
1) Pajak subjektif
Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan
keadaan pribadi wajib pajak yang memperhatikan keadaan
subjeknya.
2) Pajak objektif
Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada
objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa
yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi maupun tempat tinggal.
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¢. Menurut lembaga pemungutannya, meliputi :
1) Pajak Negara
Pajak Negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2) Pajak Daerah
Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan

~
untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing—————

B. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas
objek pajak bumi dan bangunan.

2. Dasar Hukum
Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Undang-undang
Nomer 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 12 Tahun 1994.

3. Asas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
b. Adan-ya kepastian hukum
¢. Mudah dimengerti

d. Menghindari pajak berganda
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4. Maksud dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

a.

Dasar filsafah yang digunakan dalam berbagai undang-undang yang
berasal dari jaman kolonial adalah tidak sesuai dengan Pancasila.
Berbagai undang-undang mengenakan pajak atas harta tak bergerak
sehingga membingungkan masyarakat.

Undang-undang yang berasal dari jaman kolonial sukar dimengerti
oleh rakyat.

Undang-undang yang berasal dari jaman penjajahan masih tertulis
dalam bahasa Belanda dan perubahan tertulis dalam bahasa Indonesia
menjadi bahasa campuran, sedangkan terjemahan resmi tidak ada.
Undang-undang jaman kolonial tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan

kepribadian bangsa Indonesia.

5. Tujuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a.

Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga
mudah dimengerti oleh rakyat.

Memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak
bergerak dan sckalian menyelesaikan pajak atas harta tak bergerak
pada semua daerah dan menghilangkan simpang siur aturan pajak yang
berlaku.

Memberikan kepastian hukum kepada masyarak;clt, sehingga rakyat
tahu sejauh mana hak dan kewajibannya.

Menghilangkan pajak berganda yang terjadi sebagai akibat berbagai

undang-undang pajak yang sifatnya sama.
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e. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk
pelaksanaan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah.

f. Menambah penghasilan bagi dacrah.

Subjek Pajak Bumi danBangunan (PBB)

Subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh

manfaat atas bangunan atau memiliki, menguasai dan memperoleh

manfaat atas bangunan antara lain pemilik, penghuni, penggarap, pemakai

dan penyewa.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri dari bumi dan

bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang ada

dibawahnya.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor

sebagai berikut:
a. letak
b. peruntukan

c. pemanfaatan

d. kondisi lingkungan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara
tetap pa&a tanah (dan/atau perairan), yang diperuntukkan sebagai tempat

tinggal atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.



Dalam menentukan Kklasifikasi bangunan

sebagai berikut:

a.

b.

C.

d.

bahan yang digunakan
rekayasa
letak

kondisi lingkungan dan lain-lain

Yang termasuk pengertian bangunan adalah:

h.

i.

jalan lingkungan

jalan tol

kolam renang

pagar mewah

tempat olah raga

galangan kapal atau dermaga

taman mewah

22

diperhatikan faktor-faktor

tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak

fasilitas lain yang memberikan manfaat

8. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah,

sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

b. Digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, atau sejenis

dengan itu.



10.
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¢. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak.

d. Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik.

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan.

Tarif pajak yang dikenakan pada objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) scbesar 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Waluyo,

2000:414-415), dengan rumus :

PBB = Tarif pajak x [%NJKP x (NJOP-NJOPTKP)]

Dimana :

Tarif pajak PBB :0,5%

NIJKP : Nilai Jual Kena Pajak, yang merupakan harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jusal beli yang
terjadi secara wajar

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2000 pasal 1 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berbunyi -bahwa hasil

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan penerimaan
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Negara. Pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa hasil penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dibagi
untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut:
a. Untuk Pemerintah Pusat sebesar 10%
b. Untuk Pemerintah Daerah 90%
Sedangkan dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan jumlah 90% yang merupakan
bagian Daerah diperinci sebagai berikut:
a. Untuk Daerah Propinsi 16,2%
b. Untuk Daerah Kabupaten atau Kota sebesar 64,8%
c. Biaya pemungutan sebesar 9%

11. Tempat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Tempat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kantor Pos dan
Giro, bank, dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,

juru pungut atau petugas pemungutan (Pudyatmoko, 2002:523).

C. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.
Sumber Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22
tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menyatakan

bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:



. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

a.

b.

d.

Hasil Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
Daerah yang dipisahkan, dan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN

yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

a.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara
Daerah  untuk | membiayai kebutuhaﬂ pengeluarannya dalam

rangkapelaksanaan Desentralisasi.



3.

1.
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c. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang
dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan
tettentu.
Pinjaman Daerah
Pinjaman Dacrah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali,
tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam
perdagangan.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah antara lain hibah atau
penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya,
dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut Undang-
undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun
2004 adalah:
Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
1) Hasil pajak daerah
2) Hasil retribusi daerah
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Lain-lain PAD yang sah
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b. Dana Perimbangan, dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
2. Pembiayaan, bersumber dari:
a. Sisa lebih perhitungan daerah
b. Penerimaan pinjaman daerah
¢. Dana cadangan daerah, dan
d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperbaharui
dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena masih adanya
ketimpangan, berat sebelah dan perimbangan yang dirasa tidak adil antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999 dan Tahun 2004 terlihat
jelas perbedaan dalam pembagian sumber Pendapatan dan Penerimaan
Daerah. Untuk Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999, Pendapatan
Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman
Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan untuk
Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 2004, Penerimaan Daerah terdiri dari

Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari
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Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah.

Penulisan skripsi ini didasarkan pada Undang-undang Otonomi Daerah
Tahun 1999, karena data yang dipergunakan adalah data tahun anggaran 2001-
2003 sebelum diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 2004.
Dalam penulisan skripsi ini istilah Pendapatan Daerah didasarkan pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, yang
menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah
dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.

Sebagaimana diketahui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan
pajak pusat, akan tetapi hasil terbesar dari pajak ini dikembalikan kepada
daerah dan menjadi pemasukan daerah. Oleh karena itu pajak ini sangat
penting keberadaannya untuk mendukung keuangan daerah (Pudyatmoko,

2002: 34).

D. Otonomi Daerah
1. Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu :
Otonomi dacrah yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang.
Sedangkan pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 yaitu :

Otonomi daerah adalah hak, wewenang , dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
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kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Untuk Daerah Otonom menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

didefinisikan sebagai berikut :

Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batasan wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian Daerah Otonom menurut Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 yaitu :

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan dari otonomi daerah adalah :

a. Supaya daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

b. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintah

c. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan

pembangunan

. Sasaran Otonomi Daerah

Sasaran dari otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II dan
Daerah Tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi, dan

masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat daerah tersebut.
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E. Telaah Penelitian Terdahulu

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber
Pendapatan Daerah yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini
mendorong Pemerintah Daerah untuk berusaha meningkatkan sumber
pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih
tergolong kecil. Hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten
Ngada menunjukkan kontribusi yang sangat kecil dengan rata-rata 0,68%
sehingga belum dapat diandalkan sebagai Pendapatan Daerah. Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah cukup efisien dengan menekan biaya
pungut, dan cenderung efektif dimana realisasi PBB mengalami peningkatan
tiap tahun anggaran (Wua, 2002: 94-99).

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Penerimaan
Daerah dari hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Daerah Tingkat II
Klaten menunjukkan kontribusi yang sangat kecil, berkisar antara 2,06%
sampai dengan 7,44% sehingga belum dapat diandalkan sebagai salah satu
sumber penerimaan daerah (Susanto, 2003: 62-65).

Hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Sleman Yogyakarta, menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
memberikan kontribusi yang sangat kecil dengan rata-rata sebesar 6,69%
sebelum Otonomi Daerah, dan rata-rata sebesar 4,06% selama 3 tahun
pelaksanaan Otonomi Daerah. Schingga secara umum dapat dikatakan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum dapat diandalkan

sebagai sumber Pendapatan Daerah (Andarini, 2004: 71-73).



BAB II1

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus adalah penclitian
yang mendalam mengenai unit sosial tertentu yang menghasilkan gambaran
yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, karena pengumpulan datanya dan

analisis data yang dilakukan pada waktu tertentu.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian
1. Tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
yang terletak di Propinsi Jawa Tengah tepatnya pada kantor Pajak Bumi
dan Bangunan dan kantor DISPENDA Kabupaten Purbalingga.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei - Juli 2005.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Adapim subjek yang akan diteliti adalah Dinas Pendapatan Daerah dan

Anggaran Kabupaten Purbalingga dan kantor Pajak Bumi dan Bangunan.
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Objek Penelitian

Adapun objek yang akan diteliti adalah data Pendapatan Daerah
Kabupaten Purbalingga yang berasal dari W
(PBB) untuk tai;urnranggaran 1997/1998 sampai dengan ltahun anggaran
1999/2000 dan tahun anggaran 2601 sampai dengan tahun anggaran 2003.
Serta data Pendapatan Daerah seluruhnya pada tahun anggaran 1997/1998
sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 dan tahun anggaran 2001

sampai tahun anggaran 2003. Dan juga data tentang biaya pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

D. Data yang dibutuhkan adalah :

1.

Data pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran
1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000.
Data pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2001

sampai dengan tahun anggaran 2003.

. Data Pendapatan Daerah tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun

anggaran 1999/2000.

Data Pendapatan Daerah tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun

anggaran 2003.

. Data biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran

1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000.
Data biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran

2001 sampai dengan tahun anggaran 2003.
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7. Gambaran umum daerah Kabupaten Purbalingga.

8. Perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Purbalingga.

9. Pola administrasi perpajakan Daerah Kabupaten Purbalingga.

E. Teknik Pengumpulan Data

1.

Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk
memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang
dilakukan secara langsung pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini,
teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang
gambaran umum Kabupaten Purbalingga dan informasi tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan Daerah.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data untuk memperoleh informasi-informasi berdasarkan
sumber data secara relevan dan akurat. Dalam penelitian, teknik ini
digunakan untuk memperoleh informasi tentang data pendapatan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) dan data Pendapatan Daerah.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam

rumusan masalah, maka akan digunakan beberapa teknik analisis data yaitu

teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis data
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kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data yang

dikumpulkan dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara

sistematis sehingga hasil yang daperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan analisis data kuerl_l_itatif digunakan untuk mengumpulkan data yang

diperoleh melalui wawancara.

1. Permasalahan Pertama
Untuk menjawab permasalahan yang pertama digunakan Analisis
Kontribusi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar
kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah
di Kabupaten Purbalingga, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan PBB
Realisasi Pendapatan Daerah

Kontribusi =

x 100%

Dimana :
a. Kontribusi merupakan sumbangan yang diperoleh dari pendapatan

PBB terhadap Pendapatan Daerah

~—

b. Realisasi Pendapatan PBB diperoleh dari 64,8% pendapatan PBB vbada
tahun anggaran tertentu

c. Realisasi Pendapatan Daerah diperoleh dari keseluruhan hasil Kas
Daerah pada tahun anggaran tertentu

2. Permasalahan Kedua
Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan teknik analisis efisiensi
dan efektivitas, yaitu :
a. Efektivitas adalah hubungan antara output yang dihasilkan oleh pusat

pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek. Semakin besar
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yang dikontribusikan terhadap tujuan jangka pendek, maka semakin
efektif unit tersebut.

Dengan demikian yang dimaksud dengan efektivitas Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yaitu kemampuan Pemerintah Daerah dalam
merealisasikan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
direncanakan dibandingkan dengan target Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) yang telah ditétapkan, dengan rumusan sebagi berikut:

Realisasi Pendapatan PBB
Tef(éét Pendapatan PBB’

Efektivitas PBB = x100%

Dimana :

i. Evektifitas PBB diperoleh dari perbandingan antara pendapatan
PBB dengan target pendapatan PBB.

ii. Realisasi pendapatan PBB diperoleh dari 64,8% pendapatan PBB
pada tahun anggaran tertentu.

iii. Target PBB diperoleh dari 64,8% target yang ingin diperoleh dari
pendapatan PBB tahun anggaran tertentu.

Dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau

100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik

kemampuan yang dihasilkan.

. Efisiensi adalah perbandingan antara outpur terhadap inpuf, atau

jumlah output per unit input.

Yang dimaksud dengan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang

dikeluarkan untuk memperolch pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
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(PBB) dengan realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
yang diterima, dengan rumus sebagai berikut:

Biaya Pemungutan PBB
Realisasi Pendapatan PBB

Efisiensi = x 100%

Dimana :

i. Efisiensi PBB diperoleh dari perbandingan antara biaya
pemungutan PBB dengan pendapatan PBB pada tahun anggaran
tertentu

ii. Biaya pemungutan PBB diperoleh dari 9% pendapatan PBB yang
dibagi lagi sesuai peraturan daerah yang berlaku

Dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau

dibawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisien berarti kinerjanya

semakin baik.

3. Untuk menjawab permasalahan ketiga, berdasarkan analisis data, dan
wawancara kepada Dinas Pendapatan Daerah, serta Kantor Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) dan juga dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan,
dapat diketahui faktor-faktor yang menghambat evektifitas dan efisiensi
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan upaya Pemerintah
Daerah untuk menanggulangi masalah tersebut.

4. Untuk menjawab permasalahan keempat maka digunakan analisis SWOT.
Secara jelasnya analisis SWOT adalah sebagai berikut :

a. Strength (kekuatan)
Yaitu kekuatan-kekuatan atau keunggulan dari Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan internal
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(objek pemungutan, administrasi, dan kepegawaian) maupun
lingkungan eksternal (budaya dan teknik).

Weakness (kelemahan)

Yaitu kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini dalam
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) misalnya prosedur
pemungutan yang dianggap rumit, dan penentuan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP), dan lain-lain.

Opportunity (kesempatan)

Yaitu kesempatan atau peluang yang dapat memungkinkan
peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) misalnya adanya
pemisahan pendapatan sehingga dapat diketahui informasi mengenai
kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Threat (ancaman)

Yaitu kemungkinan yang dapat terjadi dan menghambat peningkatan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).



BAB1IV

GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

A. Keadaan Geografi

Kabupaten

Purbalingga termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah

bagian Barat Daya. Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak pada

101°11° sampai dengan 109’35’ Bujur Timur, dan pada 7°10° sampai dengan

7°29’ Lintang Selatan.

Batas-batas administrative Kabupaten Purbalingga dari Peta Propinsi

Jawa Tengah dapat dilihat pada Table 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kabupaten Purbalingga
Bagian / Sebelah Keterangan
1. Utara Kabupaten Pemalang
2. Timur Kabupaten Banjarnegara
3. Selatan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas
4. Barat Kabupaten Banyumas

Sumber Data : BPS

Kabupaten Purbalingga

Sedangkan jarak dari Kabupaten Purbalingga ke beberapa kota

disekitarnya, yaitu Semarang, Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, dan

Cilacap dapat dilihat pada Table 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Jarak Kabupaten Purbalingga ke Kota-kota Sekitar

Kota Jarak

Semarang 191 km
Purwokerto 20 km
Cilacap 60 km
Banjarnegara 45 km
Wonosobo 75 km

Sumber Data : BPS Kabupaten Purbalingga.
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Dari 35 Kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten
Purbalingga memiliki luas 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 % dari luas
Propinsi Jawa Tengah yang luasnya mencapai 3.254.000 ha. Kabupaten
Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan dan 238 desa / kelurahan. Masing-

masing kecamatan memiliki luas sebagai berikut :

Table 4.3
Luas Wilayah Kabupaten Purbalingga
Kecamatan Luas Wilayah (Hektar) | Prosentase Terhadap Luas
Kabupaten ( % )
1. Kemangkon 4,513,313 5,80
2. Bukateja 4.240,183 5,45
3. Kejobong 3.998,580 5,14
4. Pengadegan 4.173,717 5,37
5. Kaligondang 5.053,451 6,50
6. Purbalingga 1.473,334 1,89
7. Kalimanah 2.251,447 2,90
8. Padamara 1.726,237 2,22
9. Kutasari 5.289,709 6,80
10. Bojongsari 2.924,885 3,76
11. Mrebet 4.788,728 6,16
12. Bobotsari 3.228,216 4,15
13. Karangreja 7.888,070 10,14
14. Karangjambu 4.191,337 5,39
15. Karanganyar 3.034,838 3,90
16. Kertanegara 3.800,939 4,89
17. Karangmoncol 6.027,779 7,75
18. Rembang 9.159,359 11,78
Jumldh 77.764,122 100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Purbalingga.
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamdtan Rembang memiliki luas
terbesar, sedangkan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan
Purbalingga.

Dari 18 kecamatan tersebut dibagi dalam dua bentuk topografi yang
berbeda-beda. Bagian Utara dari Kabupaten Purbalingga merupakan daerah

dengan tekstur dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kelerengan lebih
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dari 40% dan bagian Selatan merupakan daerah yang relatif rendah dengan
nilai faktor kemiringan antara 0% sampai dengan 25%. Adapun bagian Utara
terdiri dari Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar,
Kertanegara, Rembang, dan sebagian wilayah Kecamatan Kutasari,
Bojongsari, dan Mrebet. Sedangkan bagian Selatan meliputi Kecamatan
Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong,
Pengadegan, dan sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan

Mrebet.

. Pemerintahan

Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 18 kecamatan terbagi menjadi
238 desa/kelurahan, 222 merupakan desa sedangkan 15 merupakan kelurahan,
dan memiliki 996 Pedukuhan, 1.519 Rukun Warga dan 4.812 Rukun
Tetangga. Sarana pemerintahan berupa Balai Desa iﬁaupun Kantor Desa sudah
terpenuhi seluruhnya.

Pegawai Negri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga tercatat
sebanyak 8.907 orang. Dengan rincian golongan adalah sebagai berikut :
golorigan I ( satu ) sebanyak 426 orang, golongar II ( dua ) sebanyak 2.561
orang, golongan III ( tiga ) sebanyak 5.552 orang dan golongan IV ( empat )
sebanyak 368 orang. Dari segi kependidikan ijegawai Negri Sipil pada
Pemerintahan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat sebagai berikut:

pendidikan SD sebanyak 589 orang, SLTP sebanyak 414 orang, pendidikan



41

SLTA sebanyak 3.568 orang, dan pendidikan Akademi/Perguruan Tinggi

sebanyak 4.336 orang.

. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Purbalingga hasil regristrasi penduduk tahun
2003 berjumlah 852.906 yang terdiri dari 423.234 laki-laki dan 429.670
perempuan. Sedangkan jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten
Purbalingga sekitar 199.920 atau dengan rata-rata anggota rumah tangga 4.3.

Dari 852.906 penduduk Kabupaten Purbalingga terdiri dari 852.878
Warga Negara Indonesia dan 26 Warga Negara Asing. Jika dilihat dari
usianya, penduduk Kabupaten Purbalingga terdiri dari anak-anak 258.286 jiwa
dan dewasa sebanyak 594.876 dengan kepadatan penduduk 1.288 orang per
km2 dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Purbalingga sebesar 3.728
orang per km2 dan yang terendah di Kecamatan Karangjambu yang hanya 615
orang per km2.

Yang termasuk dalam angkatan kerja sebanyak 374.739 dan bukan
agkatan kerja 271.304. Dari 374.739 yang merupakan angkatan kerja, 356.175
merupakan penduduk yang bekerja dan sisanya adalah pengangguran yang
terdiri dari 17.219 orang yang mencari pekerjaan dan 1.345 orang sedang

mempersiapkan usaha baru.
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D. Pendidikan

Penduduk Kabupaten Purbalingga yang menamatkan SLTA keatas
kurang lebih 8,22%, yang tamat SLTP sebanyak 12,75% dan yang tamat SD
36,4%, sedangkan yang belum atau tidak menamatkan SD sebanyak 33,13%
dan yang belum pernah bersekolah sebanyak 9,5%. Dari catatan Dinas
Pendidikan di Kabupaten Purbalingga terdapat sekolah TK 130, SD 471,
SLTP 56, SMA 16 dan SMK 11, terkait dengan jumlah penduduk usia sekolah
yang ada maka untuk SD jumlahnya sudah cukup memadai. Namun untuk
SLTP masih kurang jika seluruh lulusan SD melanjutkan ke jenjang
pendidikan SLTP, tetapi kekurangan ini masih bias ditutup dengan adanya

MTs dan SLTP terbuka.

E. Pertanian

Pertaniah di Kabupaten Purbalingga untuk sub sektor tanaman pangan
mencdkup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jéiar, kdcang tanah, dan kacang
kedelai. Untuk sayur-sayuran yang banyak diminati para peteni di Kabupaten
Purbéilihgg’a terdiri dari bawang daun, caif)e, ketimﬁn, toﬁat, buncis, labu siam,
bayam, kangkung, terong, kol, kacang-kacangan, kentang, petsay, bawang
merah dan béWan'g putih. Sedangkaﬁ untuk buah-bﬁah'an yang cukup bé'nyak
diminati oleh para pete"lni adalah alpokat, mangga, durian, duku, rambutan,

sawo, jambu, salak, beliiﬁbihg, pisang, pepaya, nanas, sukun dan belimbing.
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Dari sektor perkebunan, tanaman yang banyak terdapat di Kabupaten
Purbalingga adalah kelapa, kopi, nilam, gelagah arjuna, melati gambir,
cengkeh, teh rakyat dan lada.

Untuk sektor perikanan terdapat jenis ikan darat yang meliputi ikan
kolam, ikan sawah, ikan sungai dan UPR. Sedangkan untuk sektor peternakan
yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri dari ternak sapi perah, sapi

biasa, kuda, kerbau, domba, kambing, babi dan ayam.

. Industri dan Konstruksi

Untuk sektor industri di Kabupaten Purbalingga dibagi dalam empat
golongan berdasarkan banyaknya tenaga kerja. Industri besar memiliki jumlah
tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang memiliki jumlah tenaga
kerja 20-99 orang, dan industri kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang,
sedangkan untuk industri rumah tangga terdiri dari 1-4 orang tenaga kerja. Di
Kabupaten Purbalingga terdapat 22 industri besar dengan 8.260 orang tenaga
kerja, 34 industri sedang dengan tenaga kerja sebanyak 1.656 orang.

Jumlah pelanggan dan produksi air minum atau pun air bersih dari
tahun ke tahun terus meningkat. Pemakaian air yang disalurkan oleh PDAM
Kabupaten Purbalingga sebagian besar digunakan hanya untuk keperluan
rumah tangga.

Sedangkan untuk listrik yang dikelola oleh PT.PLN sangat dibutuhkan
oleh sebagian besar atau hampir seluruh penduduk di Kabupaten Purbalingga,

pelanggannya mencapai 95.843 pelanggan.
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G. Perdagangan dan Koperasi
Jumlah perusahaan yang melaksanakan pendaftaran sesuai UU
No0.3/1982 sekitar 328. Jenis perusahaan Comanditer (CV) dan Perusahaan
Perorangan memiliki jumlah yang cukup besar dari semua sektor usaha yang
ada.
Sedangkan jumlah koperasi yang berbadan hukum di Kabupaten

Purbalingga sebanyak 167 buah.

H. Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah dan di
daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna
kepentingan pembangunan negara atau atas alas an-alasan yang dipandang
perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Kabupaten Purbalingga sendiri untuk tahun 2003 telah memberangkatkan 1
Kepala Keluarga atau 6 orang ke Propinsi Kalimantan Selatan. Sedang tahun
sebelumnya memberangkatkan 15 Kepala Keluarga atau 52 orang ke Propinsi

Bengkulu.

L Transpdﬂasi dan Komunikasi
Jalan merupakan prasarana darat yang paling penting untuk
memperlancar segala kegiatan yang terdapat di Kabupaten Purbalingga.

Adanya peningkatan jumlah kendaraan maka perlu ditingkatkan pembangunan
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jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dengan segala kegiatannya.
Panjang jalan Propinsi yang ada di Kabupaten Purbalingga sekitar 43,2 Km.
Sedangkan panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Purbalingga mencapai
710.057 Km.

Untuk memenuhi kebutuhan trasportasi darat di Kabupaten
Purbalingga umumnya dengan kendaraan bermotor, berjumlah 41.477 buah
yang terdiri dari sepeda motor, bus, mobil penumpang, dan mobil barang.

Sedangkan untuk memperlancar komunikasi bagi masyarakat adalah
dengan menyediakan jasa pos. Jenis pelayanan utama yang disedidkan adalah

surat pos, paket pos, wesel pos, dan cek pos.

J. Pendapatan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalirigga terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Bagian Laba Usaha Daerah

d. Lain-lain Pendapatan
2. Dana Perimbangan

a. Bagi Hasil Pajak

b. Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

c. Dana Alokasi Umum

d. Dana Alokasi Khusus



3.

4.

e. Dana Darurat

Pinjaman Pemerintah Daerah

a. Pinjaman Dalam Negri

b. Pinjaman Luar Negri

Lain-lain Penerimaan yang sah

a. Penerimaan dari Propinsi

b. Penerimaan dari Kabupaten/ Kota lainnya

c. Penerimaan lainnya
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BABYV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam era otonomi daerah yang luas dan bc;rtanggung jawab berdasarkan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memegang peran
yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan
demikian Pemerintah Derah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka melaksanaka kewajiban untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat, maka masalah sumber pendapatan daerah merupakan
salah satu faktor yang sangat penting bagi daerah otonom untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembaﬁgunan daerah.

Tersedianya sumber pendapatan daerah yang memadai akan memberikan
peluang yang memungkinkan Pemerintah Daerah dapat secara mandiri membiayai
penyelenggaraan kegiatan yang telah direncanakan bagi daerah tersebut.

Sejalan dengan dinamika masyarakat yang harus dibiayai maka
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat

sehingga membawa konsekuensi peningkatan pembiayaan. Oleh karena itu

dengan mencermati proses dinamis otonomi daerah maka peranan Pemerintah
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Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah
dalam rangka tugas dsentralisasi di bidang pendapatan berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang semakin penting
dalam memperlancar proses otonomi daerah. Sebab dalam hal ini Pemerintah
Daerah ingin mewujudkan otonomi derah yang mandiri khususnya kemandirian
keuangan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah itu sendiri. Hal ini
membawa konsekuensi kepada daerah untuk mengoptimalkan tingkat pendapatan
dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Dana perimbangan yang merupakan bagian dari sumber pendapatan
daerah sangat berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan salah satu
dari dana perimbangan, dinilai dapat memberikan kontribusi yang berarti karena
menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai otonomi daerah,
90% penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Purbalingga dibagi
menjadi lima sektor, yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan. Dari realisasi Pendapatan Daerah dan pendapatan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun
anggaran 1999/2000 dan tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran
2003 akan dihitung mengenai kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan
Daerah di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui

faktor-faktor yang menghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
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serta upaya penanggulangan masalah tersebut, dan bagaimana upaya
meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar dapat
diandalkan sebagai Pendapatan Daerah. Adapun data mengenai target dan
realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 dan tahun
anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2003 dapat dilihat pada Tabel 5.1—
5.4.
Table 5.1

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
Sebelum Otonomi Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 — 1999/2000

Dalam (000 Rp)

Tahun Anggaran Target Realisasi
1997/1998 39.523.472 42.251.876
1998/1999 83.750.242 34.944.253
1999/2000 99.219.273 95.896.997

Sumber Data : DISPENDA Kabupaten Purbalingga.

Table 5.2

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga

Pada Masa Berlakunya Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2001 - 2003

Dalam ( 000 Rp )
Tahun Anggaran Target Realisasi
2001 263.070.160 295.342.826
2002 316.052.305 326.967.801
2003 392.856.739 393.150.738

Sumber Data : DISPENDA Kabupaten Purbalingga.

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Purbalingga

Table 5.3

Sebelum Otonomi Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 — 1999/2000

Dalam ( 000 Rp)

Tahun Anggaran Target Realisasi
1997/1998 2.077.248 2.455.613
1998/1999 2.415.784 2.978.460
1999/2000 2.287.461 3.004.554

Sumber Data : Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
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Table5.4
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Purbalingga
Pada Masa Berlakunya Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2001 -2003

Dalam ( 000 Rp )
Tahun Anggaran Target Realisasi
2001 4.127.837 4.347.814
2002 4.634.266 5.619.460
2003 7.088.558 7.592.412

Sumber Data : Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

B. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan
Daerah di Kabupaten Purbalingga.
Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

terhadap Pendapatan Daerah dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan
tahun anggaran 1999/2000 dan tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun
anggaran 2003 digunakan analisis kontribusi, yaitu dengan cara
membandingkan realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
terhadap Pendapatan Daerah dikalikan 100% atau secara jelas dapat ditulis
sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan PBB

Kontribusi = x 100%

Realisasi Pendapatan Daerah

Adapun penghitungan prosentase kontribusi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Purbalingga
adalah sebagai berikut:

Untuk tahun anggaran 1997/1998 — 1999/2000

Kontribusi PBB tahun anggaran 1997/1998 = 2435613 x 100%

42.251.876

=5,81%
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Kontribusi PBB tahun anggaran 1998/1999 =mx 100%
34.944.253

=8,52%

Kontribusi PBB tahun anggaran 1999/2000 _ 3.004.554. x 100%
95.896.997 .

=3,13%
Untuk tahun anggaran 2001 —2003

Kontribusi PBB tahun anggaran 2001 =—=07-314 . 1500,
295.342.826

= 1,47%

Kontribusi PBB tahun anggaran 2002 =Mx 100%
326.967.801

=1,72%

Kontribusi PBB tahun anggaran 2003 =M2—x 100%
393.150.738

=1,93%
Secara jelasnya penghitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 dapat
dilihat pada Tabel 5.5 dan untuk tahun anggaran 2001 — 2003 dapat dilihat

pada Tabel 5.6 dibawah ini :
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Tabel 5.5
Prosentase Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan
Daerah Sebelum Otonomi Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 — 1999/2000

( Dalam 000 Rp)
Tahun Realisasi Realisasi Prosentase

Anggaran Pendapatan PBB Pendapatan Daerah | Kontribusi PBB
(%)
1997/1998 2.445.613 42.251.876 5,81
1998/1999 2.978.460 34.944.253 8,52
1999/2000 3.004.554 95.896.997 3,13
Rata-rata 5,82

Sumber Data : DISPENDA dan Kantor PBB

a. Dari Tabel 5.5 diatas diketahui bahwa kontribusi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kabupaten Purbalingga pada tahun anggaran
1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 yang terbesar
disumbangkan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada
tahun anggaran 1998/1999 yaitu sebesar 8,52% dengan rata-rata setiap
tahunnya sebesar 5,82%.

b. Prosentase kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun
anggaran 1997/1998 mencapai 5,81% dari relisasi pendapatan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 2.455.613.000,00.

c. Prosentase kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun
anggaran 1998/1999 mencapai 8,52%. Hal ini menunjukkan peningkatan
kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 2,71% terhadap
Pendapatan Daerah. Dengan relisasi pendapatan Pajak Bumi dan
Bangunan (PiBB) sebesar Rp 2.978.460.000,00.

d. Sedangkan prosentase kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada
tahun anggaran 1999/2000 mencapai 3,13% dan mengalami penurunan

yang sangat drastis sebesar 5,39% dari tahun anggaran 1998/1999 terhadap
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Pendapatan Daerah dengan besar realisasi pendapatan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) sebesar Rp. 3.004.554.000,00.

Tabel 5.6

Prosentase Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan

Daerah Pada Masa Berlakunya Otonomi Daerah

( Dalam 000 Rp )
Tahun Realisasi Realisasi Prosentase
Anggaran Pendapatan PBB Pendapatan Daerah | Kontribusi PBB
()
2001 4.347.814 295.342.826 1,47
2002 5.619.460 326.967.801 1,72
2003 7.592.412 393.150.738 1,93
Rata-rata 1,71

Sumber Data : DISPENDA dan Kantor PBB

a.

Untuk Tabel 5.6 prosentase kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2003 kontribusi
terbesar diperoleh pada tahun anggaran 2003 sebesar 1,93% dengan rata-
rata setiap tahunnya 1,71%.

Pada tahun anggaran 2001 prosentase kontribusi yang diperoleh sebesar
1,47% dari relisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar
Rp. 4.347.814.000,00.

Pada tahun anggaran 2002 mengalami kenaikan kontribusi Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) sebesar 0,25%. Tahun anggaran 2002 ini
memperoleh kontribusi sebesar 1,72% dengan realisasi pendapatan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 5.619.460.000,00.

Sedangkan pada tahun anggaran 2003 terus mengalami peningkatan dari
tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,21% atau kontribusi yang
diperoleh sebanyak 1,93% dari realisasi pendapatan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) sebesar Rp. 7.592.412.000,00.
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e. Pada tahun anggaran 2001-2003 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru
memberikan kontribusi yang masih sangat kecil dengan rata-rata

kontribusi sebesar 1,71%.

C. Efektivitas dan Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap

Pendapatan Daerah di Kabupaten Purbalingga.

1. Analisis Efektivitas
Analisis ini digunakan untuk mengukur hasil pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dengan potensi /target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajaknya. Efektivitas
adalah hubungan antara keluaran (realisasi) dengan sasaran yang harus
dicapai (target).
Untuk mengetahui efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digunakan
rumus :

Efektivitas PRB = Realisasi Pendapatar PBB

. x100%
/ ~Target Pendapatan PBB

Penghitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahin
anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 dan tahun
anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2003 adalah sebagai
berikut:

Untuk masa sebelum Otonomi Daerah tahun anggaran 1997/1998 sampai

dengan 1999/2000.
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2.445.613

Efektivitas PBB 1997/1998 = ———x100%

2.077.248
= 117,73%

2.978.460

Efektivitas PBB 1998/1999 = ———x100%

2.415.784
= 123,29%

3.004.554

Efektivitas PBB 1999/2000 = ———x100%

2.287.461

= 131,35%

Pada masa berlakunya Otonomi Daerah tahun anggaran 2001 —2003.

4.347.814

Efektivitas PBB 2001 = ————x100%

4.127.837
=105,33%

5.619.459

Efektivitas PBB 2002 = ————x100%

Efektivitas PBB 2003 = 70

4.634.267
=121,26%

7.592.412
)88.557

x100%

=107,11%

Menurut Anthony — Dearden — Bedford, efektif tidaknya suatu pusat

pertanggungjawaban dapat dinilai dengan asumsi bahwa :

a.

Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pajak
Bumi dan Bangunan) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut
(target Pajak Bumi dan Bangunan), maka dapat dikatakan semakin

efektif pula unit tersebut.
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b. Semakin kecil kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pajak
Bumi dan Bangunan) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut
(target Pajak Bumi dan Bangunan), maka dapat dikatakan unit
tersebut tidak atau kurang efektif.

Secara jelas, prosentase tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) di Kabupaten Purbalingga ditunjukkan pada Tabel 5.7 dan 5.8

dibawah ini:

Tabel 5.7

Prosentase Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum Otonomi
Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 — 1999/2000

( Dalam 000 Rp)
Tahun Realisasi Pendapatan Target Prosentase

Anggaran PBB Pendapatan PBB | Efektivitas PBB

(%)

1997/1998 2.455.613 2.077.248 117,73

1998/1999 2.978.460 2.415.784 123,29

1999/2000 3.004.554 2.287.461 131,35

Rata-rata 124,12

Sumber Data: Kantor PBB

Pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Purbalingga pada
periode sebelum otonomi daerah tahun anggaran 1997/1998—
1999/2000 sudah berjalan secara efektif, karena tingkat efektivitas
sudah mencapai angka prosentése minimal 100%, yaitu berkisar dari
117,73% sampai dengan 131,35% dengan rata-rata tiap tahunnya
sebesar 124,12%.

b. Pada tahun anggaran 1997/1998 tingkat efektivitas mencapai 117,73%
berarti angka prosentase tersebut menunjukkan bahwa pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah efektif.
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. Pada tahun anggaran 1998/1999 tingkat efektivitas mencapai 123,29%

berarti angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar

5,56% dari tingkat efektivitas pada tahun anggaran 1997/1998.

. Pada tahun anggaran 1999/2000 tingkat efektivitas Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) juga sudah mencapai tingkat efektivitas yang
memuaskan, yaitu sebesar 131,35% atau naik sebesar 8,06%. Hal ini
menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sudah mencapai tingkat efektivitas yang memuaskan, dan mengalami

peningkatan yang cukup baik.

. Pada tahun anggaran 1997/1998-1999/2000 pendapatan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) sudah dikatakan efektif karena rasio yang dicapai
sudah diatas 100% dengan rata-rata tiap tahunnya sebesar 124,12%.
Hal ini menunjukkan semakin tinggi rasio efektivitas maka kinerja
Pemerintah Daerah dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) sudah berjalan baik dengan hasil yang cukup memuaskan.

Tabel 5.8

Prosentase Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada masa
berlakunya Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2001 -2003

(Ddlam 000 Rp)
Tahun Realisasi Target Pendapatan Prosentase
Anggaran Pendapatan PBB PBB Efektivitas PBB
(%)
2001 4.347.814 4.127.837 105,33
2002 5.619.459 4.634.267 121,26
2003 7.592.412 7.088.557 107,12
Rata-rata 111,24

Sumber Data : Kantor PBB

Sedangkan pada Tabel 5.8 menunjukkan bahwa :
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. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Purbalingga pada

masa berlakunya otonomi daerah tahun anggaran 2001-2003 sudah
berjalan secara efektif, karena tingkat efektivitas sudah melewati angka

prosentase minimal 100%, yaitu berkisar dari 105,33% sampai dengan

121,26%.

. Pada tahun anggaran 2001 tingkat efektivitas mencapai 105,33%

berarti angka prosentase tersebut menunjukkan bahwa pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah efektif.

. Pada tahun anggaran 2002 tingkat efektivitas Pajak Bumi dan

Bangunannya (PBB) mencapai 121,26% atau mengalami kenaikan
yang cukup besar yaitu sebesar 15,93%dari tingkat efektivitas tahun

anggaran 2001.

. Pada tahun anggaran 2003 tingkat efektivitas Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) juga sudah mencapai tingkat efektivitas yang
memuaskan, yaitu sebesar 107,12% atau turun sebesar 14,24% dari

tahun anggaran 2002.

. Pada tahun anggaran 2001-2003 Pendapatan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) sudah dikatakan efektif karena rasio yang dicapai
sudah didtas 100%. Hal ini menljrijukkan semakin tinggi rasio
efektivitas maka kinerja Pemerintah Daerah dalam memungut Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) sudah baik dengan hasil yang memuaskan.
Pada masa berlakunya Otonomi Daerah yaitu tahun anggaran 2001-

2003, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah berjalan efektif, dimana
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tingkat efektivitas yang dicapai berkisar antara 105,45% sampai
dengan 121,26% dengan rata-rata tiap tahunnya sebesar 111,24%.
2. Analisis Efisiensi
Analisis ini digunakan untuk mengukur hasil pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dengan realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar pajaknya.
Efisiensi adalah perbandingan jumlah output per unit input, dimana disini
yang dibandingkan adalah antara biaya pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dengan relisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB). Secara jelasnya dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut:

Biaya Pemungutan PBB
Realisasi Pendapatan PBB

Efisiensi =

x 100%

Untuk penghitungan Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun
anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 dan tahun
anggaran 2001 sampai dengan 2003 adalah sebagai berikut:

Pada masa sebelum Otonomi Daerah tahun anggaran 1997/1998 sampai
dengan tahun anggaran 1999/2000.

191.137

Efisiensi PBB 1997/1998 = — x100%
2.455.613

= 7,78%

Efisiensi PBB 1998/1999 = 212303 x100%

2.978.460
= 7,13%

Efisiensi PBB 1999/2000 = & x100%

3.004.554
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= 7,12%
Untuk masa berlakunya Otonomi Daerah tahun anggaran 2001 sampai
dengan tahun anggaran 2003.

301.672

—————x100%
4.347.814

fl

Efisiensi PBB 2001

= 6,94%

Efisiensi PBB 2002 = 7977301 60%

5.619.459
= 7,25%

495.531
7.592.412

Efisiensi PBB 2003 x100%

= 6,53%
Secara jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.9 dan 5.10 dibawah ini :

Tabel 5.9
Prosentase Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebelum Otonomi
Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 — 1999/2000

( Dalam 000 Rp)
Tahun Realisasi Biaya Pemungutan Prosentase

Anggaran Pendapatan PBB PBB Efisiensi PBB
(%)
1997/1998 2.455.613 191.137 7,78
1998/1999 2.978.460 212.303 7,13
1999/2000 3.004.554 213.852 7,12
Rata-rata 7,34

Sumber Data : Kantor PBB

Pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun anggaran 1997/1998
sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 di Kabupaten Purbalingga

cukup berjalan efisien, karena efisiensinya kurang dari 100%, yaitu
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berkisar dari 7,12% sampai dengan 7,78% dengan rata-rata tiap
tahunnya sebesar 7,34%.

. Tahun anggaran 1997/1998 efisiensinya sebesar 7,78% dari biaya
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.
191.137.000,00.

. Tahun anggaran 1998/1999 efisiensinya sebesar 7,13% dari biaya
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.
212.303.000,00. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun
anggaran 1998/1999 turun sebesar 0,65%.

. Tahun anggaran 1999/2000 efisiensinya sebesar 7,12% dari biaya
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.
213.852.000,00. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun
anggaran 1998/1999 hanya turun sebesar 0,01%.

. Dari tingkat efisiensi yang diperoleh jelas terlihat bahwa kinerja yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah semakin baik, dimana Pemerintah
mampu menekan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
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Tabel 5.10
Prosentase Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Masa
Berlakunya Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2001 - 2003

( Dalam 000 Rp)
Tahun Realisasi Biaya Pemungutan Prosentase
Anggaran Pendapatan PBB PBB Efisiensi PBB

(%)
2001 4.347.814 301.672 6,94
2002 5.619.459 407.730 7,25
2003 7.592.412 495.531 6,53
Rata-rata 6,91

Sumber Data : Kantor PBB

Pada Tabel 5.10 menunjukkan bahwa :

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun anggaran 2001 sampai

dengan tahun anggaran 2003 di Kabupaten Purbalingga cukup berjalan
efisien, karena efisiensinya kurang dari 100%, yaitu bérkisar dari
6,53% sampai dengan 7,25% dengan rata-rata tiap tahunnya sebesar

6,91%.

. Tahun anggaran 2001 efisiensinya sebesar 6,94% dari Dbiaya

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.

301.672.000,00.

. Tahun anggaran 2002 efisiensinya sebesar 7,25% dari biaya

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) scbesar Rp.
407.730.000,00. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun

anggaran 1998/1999 naik sebesar 0,31%.

. Tahun anggaran 2003 efisiensinya sebesar 6,53% dari biaya

pemungutan Pajak Bumi dan Bangupan (PBR) s@msm Rp.
495.531.000,00. Efisignsi Pajak Rymi dan Bangunan (PRB) tahun

anggaran 1998/19Q98 turun sebesar 0,72%.
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e. Dari tingkat efisiensi yang diperoleh jelas terlihat bahwa kinerja yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah semakin baik, dimana Pemerintah
mampu menekan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

D. Faktor-faktor yang Menghambat Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dan Upaya untuk Menanggulangi Masalah Tersebut di
Kabupaten Purbalingga.

Banyak faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dan juga pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
Kabupaten Purbalingga selama ini, yaitu: -

1. Mengenai mekanisme pemungutan yang obyeknya tersebar, kadang kala
menjadikan antara instansi satu dengan lainnya terjadi salah pengertian
dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah ditetapkan,
akibatnya timbul dampak negatif antara lain:

a. Secara ekstern menimbulkan kebingungan, keraguan, dan ketidak
percayaan masyarakat selaku obyek pungut, sebab dirasakan seperti
tidak ada aturan mdin yang jelas.

b. Secara interen di lingkungan instansi pemungut, menumbuhkan adanya
pelemparan tanggung jawab.

2. Belum terintegrasinya satuan kerja pengelola Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), padahal mekanisme pengelolaan keuangan Pajak Bumi dan
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Bangunan (PBB) akan lebih efektif apabila sub sistam pendapatan dan sub
sistem pengeluaran diintegrasikan dalam satu sistem.

3. Belum tersedianya data potensi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
yang akurat di masing-masing instansi pemungut Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) maupun data potensi di tingkat Kabupaten khususnya
pada instansi pengelola Pendapatan Daerah.

4. Peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam mengelola aset Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang ada belum optimal sehingga kontribusinya
terhadap Pendapatan Daerah belum maksimal.

5. Perangkat lunak yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
masih perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

6. Sulitnya menerapkan penegakan hukum atau pemberian sangsi terhadap
wajib pajak atau masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban atau
melanggar ketentun yang berlaku di bidang pajak khususnya Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB). Hal ini lebih disebdbkan karena belum optimalnya
kinerja instansi yang mempunyai kewengangan untuk menegakkan Perda.

7. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Untuk menanggulangi masalah tersebut maka Pemerintah berupaya
dengan cara:

1. Mengintensifkan koordinasi secara vertikal maupun horisontal dengan
Pemerintah Pusat, maupun instansi yang terkait langsung dengan
pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk menyamakan persepsi

dan menggali informasi yang berhubungan dengan peningkatan
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pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna meningkatkan pula

Pendapatan Daerah.

. Merevisi dan mengkaji kembali Peraturan Dearah tentang pajak yang

sudah tidak representatif lagi dengan peningkatan Pendapatan Dearah.

Melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi tentang Peraturan Derah
mengenai pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada
masyarakat melalui media cetak, elektronik, billboard, leaf leat, dan tatap

muka langsung.

. Melaksanakan pemantauan dan monitoring ke instansi yang langsung

terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta obyek pajak yang
digunakan untuk mengetahui perkembangan pendapatan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) dan potensinya terhadap Pendapatan Daerah.

. Bekerja sama dengan instansi terkait mengenai upaya penegakan hukum

sebagai shock therapy untuk menumbuhkan efek jera sehingga secara
berabgsur peraturan perundang-undangah dapat dipatuhi, baik oleh

masyarakat wajib pajak maupun oleh petugas pemungut.

. Meringkatkan pengelolaan setiap jenis pendapatan ke Kas Daerah melalui

perbaikan mekanisme, sistem pengdawasan yang diperketat serta

penyediaarni perlengkpan yang memadai.

. Meningkatkan dan memelihara kondisi fisik sarana prasarana yang

menunjang serta menjadi sumber Pendapatan Daerah maupun sarana

operasional pendukung tugas, agar tetap dalam kondisi baik.
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7. Memanfaatkan peluang global, nasional dan regional untuk meningkatkan
pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna pembiayaan daerah

untuk membangun darah yang lebih maju.

E. Cara dan Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Supaya Dapat Diandalkan Sebagai Pendapatan Daerah di
Kabupaten Purbalingga.

Cara dan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam usahanya
meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) supaya dapat
diandalkan sebagai Pendapatan Daerah di Kabupaten Purbalingga dilakukan
dengan analisis SWOT sebagai berikut:

1.  Strenght (Kekuatan)

a. Peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah
mengalami beberapa tahap perkembangan yang ditujukan untuk
perbaikan dan penyederhanaan sistem perpajakan hasional.

b. Mempermudah sistem pendataan wajib pajak Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB). _

c. Sistem Administrasi Pajak Bumi dan Baﬂgmm (PBB) yang lebih
mudah dengan ketentuan:

1) Penetapan tempat pembdyatan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) sehingga memudahkan wajib pajak untuk membayar

pajak.
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2) Mempertegas sangsi yang diberikan kepada wajib pajak jika
melakukan pelanggaran. Sehingga wajib pajak dirangsang
untuk selalu mematuhi kewajiban perpajakannya.

Weakness (Kelemahan)

a. Kurangnya keahlian petugas pajak dalam memproses pengolahan
data pajak dengan sistem komputerisasi sehingga cenderung
memudahkan petugas pajak membuat kesalahan dalam
memasukkan angka dan sering berakibat keterlambatan pemasukan
data. Kondisi ini mengakibatkan perlu adanya perlengkapan yang
lebih memadai dan didukung pula oleh keahlian para petugas
pajak.

b. Keadaan wajib pajak dengan beberapa kelemahan yang antara lain:
1) Adanya wajib pajak yang tidak jelas domisilinya tetapi obyek

pajaknya ada.

2) Kekurangtahuan masyarakat mengenai prosedur atau tata cara
pemungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga
diperlukan sosialisasi yang lebih intensif.

3) Adanya kenaikan harga-harga obyek pajak sehingga jumlah
pajak terutang ikut naik. Hal ini menimbulkan enggannya
wajaib pajak untuk membayar pajak.

4) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak yang menyebabkan pula
malasnya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar

pajak.
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Opportunity (Peluang)

Pendataan wajib pajak secara menyeluruh melalui pencatatan fisik

maupun visual digunakan untuk mengetahui masyarakat yang sudah

atau belum memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP akan mempermudah
petugas dalam mengetahui wajib pajak yang belum dan sudah
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Threat (Ancaman)

a. Ancaman terhadap perkembangan pendapatan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) secara legal. Legal bila wajib pajak berusaha
mengurangi pajak terutang dengan mencari kelemahan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB). Bersifat legal karetia wajib pajak berusaha
menghindari obyek pajak atau mengurahgi jumlah pajak dalam
SPPT.

b. Kurangnya partisipasi dari wajib pajak dalam ihembayar pajak
yang disebabkan karena kufangnya peﬂgetahlian wajib péjak
tenténg perpajakan dan adanya pandangan dalam masyarakat
mengenai hasil dari perpajdkah yang sebaiknya digunakan untuk
kegiah pendidikan dan kes_ehatan dari pada untuk kepentingan
perpajakan. Oleh karena itu dibutuhkan pelayanan yang lebih baik
dan memuaskan dari abarat perpajakan berupa penyuluhan-

penyuluhan maupun pembinaan terhadap wajib pajak.



BAB V1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka dapat diambil

kesimpulan bahwa:

1.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada masa sebelum
otonomi daerah yaitu tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun
anggaran 1999/2000 mengalami perubahan-perubahan dengan rata-rata
sebesar 5,82 %. Pada tahun anggaran 1997/1998 kontribusi Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) sebesar 5,81%, pada tahun anggaran 1998/1999
sebesar 8,52%, dan pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar 3,13%.
Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 1998/1999, sebesar
8,52% dan terkecil pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar 3,13%.
Sedangkan pada masa berlakunya otonomi daetah tahun anggaran 2001
sampai dengan tahun anggaran 2003 kontribusi yang disumbangkan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah rata-rata
sebesar 1,71%. Untuk tahun anggaran 2001 sebesar 1,47%, tahun
anggaran 2002 sebesar 1,72%, dan tahun anggaran 2003 sebesar 1,93%.
Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2003, sebesar 1,93% dan
terkecil pada tahun anggaran 2001, sebesar 1,47%.

Efektivitas P'ajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada masa sebelum

otonomi daerah tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun
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anggaran 1999/2000 dan pada masa otonomi daerah pada tahun
anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2003 mengalami
perubahan-perubahan. Untuk tahun anggaran ‘1997/ 1998 sebesar
117,73%, tahun anggaran 1998/1999 sebesar 123,29%, dan tahun
anggaran 1999/2000 sebesar 131,35%. Untuk tahun anggaran 2001
efektivitas yang diperoleh sebesar 105,33%, untuk tahun anggaran 2002
sebesar 121,26%, dan tahun anggaran 2003 sebesar 107,12%. Pada masa
sebelum otonomi daerah efektivitas terbesar terjadi pada tahun anggaran
1998/1999, yaitu sebesar 131,35%. Pada masa berlakunya otonomi
daerah efektivitas terbesar terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu
sebesar 121,26%, hal ini terjadi karena adanya penunggakan pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2001 yang baru
dilunasi pada tahuun anggaran 2002.

Besarnya efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun
anggaran 1997/1998 adalah 7,78%, tahun anggaran 1998/1999 sebesar
7,13%, dan tahun anggaran 1999/2000 sebesar 7,12%. Pada masa
berlakunya otonomi daerah tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun
anggaran 2003 efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 6,94%
untuk tahun anggaran 2001, tahun anggaran 2002 sebesar 7,25%, dan
tahun anggaran 2003 sebesar 6,53%.

Faktor-faktor yang menghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) sangat beragam, diantaranya mengenai mekanisme pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), belum terintegrasinya satuan kerja
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pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), belum adanya data
potensi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akurat,
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum optimal, perangkat
lunak yang ada perlu diperbaiki, sulitnya penegakan hukum yang
berlaku, dan kurang sadarnya masyarakat dalam membayar pajak. Untuk
menanggulangi masalah tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Purbalingga berusaha untuk dapat mengintensifkan koordinasi yang
merata, merevisi dan mengkaji ulang peraturan yang berlaku,
melaksanakan pemantauan dan monitoring, bekerja sama secara baik,
meningkatkan pengelolaan agar lebih baik, meningkatkan dan
memelihara kondisi fisik sarana prasarana yang ada, dan memanfaatkan
peluang global yang ada.

Cara dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Purbalingga dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) supaya dapat diandalkan sebagai Penerimaan Daerah dengan
analisis SWOT perlu memperhatikan banyak hal. Dimana analisis ini
melihat adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi
dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
Kabupaten Purbalingga. Sehingga dapat dilakukan upaya-upaya yang
diperlukan dalam meningkatkan Penerimaan Daerah khususnya dari
sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan untuk menanggulangi
faktor-faktor yang menghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB).
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Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Purbalingga, hasil dari penelitian ini masih ada kekurangan. Tingkat
efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya menggunakan asumsi
bahwa tingkat efektivitas yang baik minimal sebesar 1 atau‘ 100%. Dan
untuk mengetahui efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
ditarik kesimpulan dengan asumsi bahwa batasan tingkat efisiensi
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kurang dari 1 atau dibawah
100%. Hal ini disebabkan tidak adanya rasio khusus yang diberlakukan di

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Sdran

Dari penelitian yang dilakukan selama dua bulan di Dinas
Pehdapatan Daerah dan Kantor Pajak Bumi dan Bangunah (PBB) Kabupaten
Purbalingga maka penulis memberikan saratt untuk peneliti selanjutnya,
sebaiknya penelitian dilakukan dalam réntang tahun al;ggaran yahg 1ebih
lama dan sampel yang digunakan dalam pehelitiah tidak hanya pada
Penieriﬁtah Kabupaten/Kota dari satu daerah saja melainkan dari beberapa
Kabupaten/Kota. Selain itu dalarﬁ melakukan analisis data mengenai
pe_ngljkljran tingkat efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dalam kaitannya dengan Pendapatan Daerah dapat menggunakan

rasio yang lebih pasti, dan dengan analisis data yang berbeda.
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Tahun Anggaran 1997/1998-1999/2000

Dalam (000 Rp)
1997/1998 1998/1999 1999/2000
Sektor Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pedesaan 1.076.795 1.447.238 1.393.856 1.557.306 1.369.000 1.560.514
Perkotaan 550.000 647.098 615.797 593.096 566.000 601.759
Perkebunan 915 698 1.370 703 1.400 946
Perhutanan 77.920 93.908 117.093 154.782 113.000 182.939
Pertambangan 1.500.000 1.600.585 1.600.000 2.290.502 1.480.632 2.290.500
Jumlah 3.205.630 3.789.527 3.728.062 4.596.389 3.530.032 4.636.658

Sumber Data: KP PBB Kabupaten Purbalingga
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Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 2001-2003

Dalam (000 Rp)
2001 2002 2003
Sektor Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pedesaan 1.810.160 2.085.872 2.265.000 3.072.721 3.072.721 3.309.071
Perkotaan 1.247.757 909.616 1.247.757 1.133.397 1.133.397 1.289.836
Perkebunan 869 762 1.000 823 2.128 762
Perhutanan 226.195 219.642 254.336 59.625 234.814 472.962
Pertambangan 3.085.138 3.493.698 3.383.553 4.405.440 6.496.072 6.635.054
Jumiah 6.370.119 6.709.590 7.151.646 8.672.006 10.939.557 11.716.685

Sumber Data: KP PBB Kabupaten Purbalingga
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Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 1997/1998
Dalam (000 Rp)
L Pembagian Hasil Pendapatan PBB (Rp) Pembagian Biaya Pemungutan PBB (Rp)
Pusat Pendapatan Biaya Bagian Ditjen Pajak Bagian Pemerintah Daerah
10%xkol3 Propinsi Kabupaten | Pemungutan % Jumlah (Rp) Propinsi Kabupaten
No Sektor Pendapatan 16,2%xkol 3 | 64,8%xkol 3 | 9%xkol 3 kol7xkol8 % Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp)
PBB (Rp) kol 7xkol 10 kol 7xkol 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pedesaan 1.447.238 144.724 234.452 937.810 130.251 10,00 13.025 | 5,30 6.903 84,70 110.323
2 Perkotaan 647.098 64.710 104.830 419,320 58239 | 20,00 11.648 | 4,70 2.737 75,30 43.854
3 Perkebunan 698 70 113 452 63 60,00 38 | 6,67 4 33,33 21
4 Perhutanan 93.908 9.391 15.213 60.852 8.452 | 65,00 5.494 | 7,00 592 28,00 2.366
5 Pertambangan 1.600.585 160.058 259.295 1.037.179 144.053 70,00 100.837 | 6,00 8.643 24,00 34.573
Jumlah | - 3.789.527 378.953 613.903 2.455.613 341.058 131.042 18.879 191.137

Sumber Data: KP PBB Kabupaten Purbalingga
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Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 1998/1999
Dalam (000 Rp)
Pembagian Hasil Pendapatan PBB (Rp) Pembagian Biaya Pemungutan PBB (Rp)
Pusat Pendapatan Biaya Bagian Ditjen Pajak Bagian Pemerintah Daerah
10%xkol3 Propinsi Kabupaten | Pemungutan Jumlah (Rp) Propinsi Kabupaten

No Sektor Pendapatan 16,2%xkol 3 | 64,8%xkol 3 | 9%xkol 3 % kol7xkol8 % Jumlah (Rp) | % Jumlah (Rp)
PBB (Rp) kol 7xkol 10 kol 7xkol 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pedesaan 1.557.306 155.731 252284 1.009.134 140.157 10,00 14.016 5,30 7.428 84,70 118.713
2 Perkotaan 593.096 59.310 96.081 384.326 53379 | 20,00 10.676 4,70 2.509 | 7530 40.193
[ 3 [ Perkebunan 703 70 114 456 63 | 60,00 38 | 667 4| 3333 21
u Perhutanan 154.782 15478 25.075 100.299 13930 | 65,00 9.055 7,00 975 | 28,00 3.900
LS Pertambangan | 2.290.502 229.050 371.061 1.484.245 206.146 | 70,00 144.302 6,00 12,369 | 24,00 49.475
[ Jumlah | 4,596,389 | 459639 744615 | 2.978.460 413,675 [ 178.087 23.285 212.303

Sumber Data: KP PBB Kabupaten Purbalingga
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Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 2001
Dalam (000 Rp)
Pembagian Hasil Pendapatan PBB (Rp) Pembagian Biaya Pemungutan PBB (Rp)
Pusat Pendapatan Biaya Bagian Ditjen Pajak Bagian Pemerintah Daerah
10%xkol3 Propinsi Kabupaten | Pemungutan % Jumlah (Rp) Propinsi Kabupaten
No Sektor Pendapatan 16,2%xkol 3 | 64,8%xkol3 | 9%xkol 3 kol7xkol8 % Jumlah (Rp) | % Jumlah
PBB (Rp) kol 7xkol 10 (Rp)
kol 7xkol
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pedesaan 2.085.872 208.587 337911 1.351.645 187.728 10,00 18.773 5,30 9.949 84,70 159.006
2 Perkotaan 909.616 90.962 147.359 589431 81.865 20,00 16.373 4,70 3.848 75,30 61.644
3 Perkebunan 762 76 123 494 69 60,00 41 6,67 5 33,33 23
4 Perhutanan 219.642 21.964 35.582 142.328 19.768 65,00 12.849 7,00 1.384 28,00 5.535
5 Pertambangan 3.493.698 349.370 565.979 2.263.916 314.433 70,00 220.103 6,00 18.866 | 24,00 75.464
Jumlah 6.709.590 670.959 1.086.854 4347814 603.863 268.139 34.052 301.672

Sumber Data: KP PBB Kabupaten Purbalingga
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Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 2002
Dalam (000 Rp)
T Pembagian Hasil Pendapatan PBB (Rp) Pembagian Biaya Pemungutan PBB (Rp)
Pusat Pendapatan Biaya Bagian Ditjen Pajak Bagian Pemerintah Daerah
10%zxkol3 Propinsi Kabupaten | Pemungutan % Jumlah (Rp) Propinsi Kabupaten
No Sektor Pendapatan 16,2%xkol 3 | 64,8%xkol 3 | 9%xkol 3 kol7xkol8 % Jumlah (Rp) | % Jumlah
PBB (Rp) kol 7xkol 10 Rp)
kol 7xkol
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pedesaan 3.072.721 307.272 497,781 1.991.123 276.545 10,00 27.654 5,30 14.657 84,70 234.234
2 Perkotaan 1.133.397 113,340 183.610 734441 102.006 20,00 20.401 4,70 4.794 75,30 76.811
3 Perkebunan 823 82 133 533 74 60,00 44 6,67 5 33,33 25
4 Perhutanan 59.625 5.963 9.659 38.637 5.366 65,00 3.488 7,00 376 28,00 1.502
5 Pertambangan 4.405.440 440.544 713.681 2.854.725 396.490 70,00 277.543 6,00 23.789 | 24,00 95.158
Jumlah 8.672.006 867.201 1.404.864 5.619.459 780.481 329.130 43.621 407.73m

Sumber Data: KP PBB Kabupaten Purbalingga

82



Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 2003
Dalam (000 Rp)
Pembagian Hasil Pendapatan PBB (Rp) Pembagian Biaya Pemungutan PBB (Rp)
Pusat Pendapatan Biaya Bagian Ditjen Pajak Bagian Pemerintah Daerah
10%xkol3 Propinsi Kabupaten | Pemungutan % Jumlah (Rp) Propinsi Kabupaten
No Sektor Pendapatan 16,2%xkol 3 | 64,8%xkol 3 | 9%xkol 3 kol7xkol8 % Jumiah (Rp) | % Jumlah
PBB (Rp) kol 7xkol 10 (Rp)
kol 7xkol
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pedesaan 3.309.071 330.907 536.069 2.144.278 297.816 10,00 29.782 5,30 15.784 | 84,70 252.250
2 | Perkotaan 1.289.836 129.884 210411 841.646 116.895 20,00 23.379 4,70 5494 | 7530 88.022
3 | Perkebunan 762 76 123 494 69 60,00 41 6,67 5] 3333 23
4 | Perhutanan 472.962 47.296 76.620 306.479 42.566 65,00 27.668 7,00 2.980 | 28,00 11.919
5 | Pertambangan 6.635.054 663.505 1.074.879 4.299.515 597.155 70,00 418.009 6,00 35.829 | 24,00 143.317
Jumlah 11.716.685 1.171.668 1.898.102 7.592.412 1.054.501 498,879 60.090 495.531

Sumber Data: KP PBB Kabupaten Purbalingga
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